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Sistem pemerintahan, sistem politik, sistem administrasi negara,
dan sistem hukum tata negara NKRI dari waktu ke waktu semakin
berubah. Namun, perubahannya tidak sesuai dengan yang
diharapkan, seperti menurunnya penegakkan hukum, tingginya
inflasi, dan berjatuhan korban di setiap terjadinya pergantian.

Buku ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap kee
sistem di atas. Pada revisi kali ini diberikan tambahan m:
karena disesuaikan dengan perkembangan tugas dan fu
pemerintahan. Selain itu juga karena terjadinya peruba
sistem pemerintahan dari Orde Baru ke Era Reformasi.
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